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TENTANG
PENJELASAN ATAS
; PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN -
| REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
Bt NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA

Sebagalmana d1ketahu1 bahwa dalam Peraturan Menteri Negara

;Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesxa‘ Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas

Sekolah dan Angka Kreditnya, terdapat beberapa ketentuan yang antara

lain menyatakan sebagai berikut:

a. Pasal 24 ayat (6), bahwa anggota tim penilai. jabatan fungsmnal
Pengawas Sekolah harus lulus pendidikan dan pelatihan calon tim
penilai dan mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan Nasional.



b. Pasal 31 ayat (1) huruf g, bahwa PNS yang diangkat dalam jabatan
: ‘fungsio.n‘al Pengawas Sekolah harus memenuhi syarat telah mengikuti
’pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (ST’I‘PP)

; c. Pasal 34 ayat (1), bahwa Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata
golongan ruang IIl/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat
Pémbin‘ya Utama Madya, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara

. dari jabataﬂnya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak

; menduduk1 i |jenjang  jabatan/pangkat . terakhir  tidak  dapat

i mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat

oy setingkat lebih tinggi. g

; d. Pasal 34 ayat (2), bahwa Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina

Utama,: golofn‘gan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya

‘apabila: se,tia'pf tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dépat

mengu;npulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari

keglatan tugas pokok. :
e. Pasal 40 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

; dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun,2010,
i menyatékén 6ahwa Pengawas Sekolah setiap tahun sejak menduduki
P8 pangka‘t_Pena‘ta Tingkat I, golongan ruang III/d atau pangkat terakhir
; ylang dimiliki wajib mengumpulkan paling sedikit 15 (lima belas) ‘angka

kredit dari kégiatan tugas pokok. »

Selanjutnya ‘berdasarkan Peraturan 'Menteri Pendayagunaan Aparatur

- Negara da.n Reformas1 Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Peral;uran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Fy Reformasi iBii’(l)krasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang

ke Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, antara lain

dmyatakan bahwa '

a Dalam Pasal 24 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), ditentukan bahwa:

1) Anggota T1m Penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah ‘harus
lulus' pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat
‘s_ertiﬁ‘kat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan bagi
Ket_lea;:Wjakil Ketua, dan Sekretaris.

3) Tim%' Penilai yang ditetapkan oleh Pcjabat yang Berwenang sebelum

‘ keténth_an sebagaimana dimaksud pada ayat (7) _tetélp memiliki
kewenangan sebagai tim penilai. A

b. Dalam Pasal 34A ditentukan bahwa Ketentuan Pembebasan Sementara -
: sebagaxmana 'dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) mula1



| :
berlaku éejak ditetapkannya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan
Fungsxonal Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

Dalam Pasal 414, ditentukan bahwa Ketentuan Pasal 24 ayat (6) mu1a1

: dllaksanakan 1 Desember 2017.

Dalam | Pasal 41B, ditentukan bahwa Ketentuan Pasal 31 ayat (1)
huruf g mulai dilaksanakan 1 Juli 2017.

; Sehubungén dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka'1; dan

i

Hi angka 2, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tim pemla1 yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang tetap
memllxkl kewenangan sebagai tim penilai dan berlaku sampai dengan
tanggal 1 Desember 2017.

Penetapan Angka Kredit (PAK) yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang
Berwenang sebagaxmana dimaksud pada huruf a, termasuk yang
dltetapkan sebelum dikeluarkannya Surat Edaran Bersama ini,
dinyata:kan sah dan tetap berlaku.

Anggota T1m Penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah: yang
dlangkat terhitung mulai tanggal 1 Desember 2017 harus: lulus
pendidikan da}n pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari
Menteri Pendi_dikan dan Kebudayaan, kecuali bagi Ketua, Wakil Ketua,
dan Sekrétarié. '

Pcmbex;laJ:(uan pembebasan sementara sebagaimana diatur dalam

Pasa1'34; a'yat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagﬁnaan

Aparatin;‘ Negéra dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, mulai

berlaku - sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan-

Kebﬁdaya‘an Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk = Teknis

Pclaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka

Kredltnya, yaitu tanggal 14 Oktober 2014.

Dengan Eclemxklan penghitungan 5 (lima) tahun atau 1 (satu) tahun

mulainya pembebasan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 34

ayat (1) dén ayat (2) dihitung mulai tanggal 1 November 2014.

Oleh kgréha itu bagi:

1) Penfgz'a.\‘vas ‘Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang. IlI/c
sanip'aii dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama
Madya gdlongan ruang [V/d baru dibebaskan sementara dari
Jabata.nnya apabila sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 tidak
dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenalkan
pangkat setingkat lebih tinggi; dan



2) Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang
| 1V/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: sampai dengan :

i tanggal 31 Oktober 2015 tidak dapat mengumpulkan palmg :
Py kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok i

Bagi Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e,
‘dxbebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak
‘mendudukl Jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling
sedikit 15| (hma belas) angka kredit dari kegiatan tugas pokok. :

Bagl Pcngawas Sekolah yang dibebaskan sementara dari Jabatannya ‘

karena

' 1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun scjak menduduki jenjang : .

Jabatan/ pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka: kredit
yang dltentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebxh tinggi
sebagalmana dimaksud pada angka 1 huruf c;

i 2) Txdak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima)
‘angka kredxt dari kegiatan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
angka 1 huruf d; dan :

3) Tidak ‘dapat mengumpulkan 15 (lima belas) angka kredit dari
kegxatan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e,

dlangkat kembah setelah dikeluarkannya Surat Edaran Bersama ini,

‘dcngan ketentuan tidak berlaku surut.

Bagi Pengawas Sekolah yang semula akan dibebaskan sementara tetap1 :

belum mendapat surat keputusan pembebasan sementara, maka yang ©

vbersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sebagai Pengawas Sekolah
dan tldak perlu ditetapkan surat keputusan pembebasan sementara.
.;'Bagx Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara kemudlan
dlberhentxkan dari jabatannya karena tidak dapat mengumpulkan »
angka | kredlt dalam jangka waktu yang ditentukan dan pada saat
dltetapkannya Surat Edaran Bersama ini belum berusia 58 (lima puluh
delapah) tahun, diangkat kembali sebagai Pengawas Sekolah, dengan '
ketentuan tidak berlaku surut. Rl
quru/Kepala Sekolah yang diangkat menjadi Pengawas Sekolah
,terhxtung mulax tanggal 1 Juli 2017 harus memenuhi syarat telah
: menglkun dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsmnal calon
,Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP. :

j. Pengawas Sekolah yang dlangkat sebclum tanggal 1 Juli 2017 tldak

dlpersyaratkan mengikuti dan Iulus pendidikan . dan pelatihan
fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP.
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k Untuk pemngkatan kompetensi Pengawas Sekolah: - sebagaimana
dxmaksud pada huruf j, Kementerian Agama/Kementerian lain/

[l Pemcrmtah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, harus berkoordmam

:dengan Instans1 Pembina untuk melakukan penguatan kompetensi
i fP_engav_vas Sgkolah dimaksud.

|7 4. Demikian jllntu%( dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

; Jakarta, 13 Desember 2016
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